KEPALA DESA GEJAGAN

KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA GEJAGAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEJAGAN,

bahwa sehubungan dengan selesainya kegiatan
Tahun Anggaran 2025 maka perlu ditetapkan
Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban
APBDes;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Tahun Anggaran 2025.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 '
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daérah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
14 Tahun 2015  tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
S7); :

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
98) sebagaimana "telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2021 Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 132);
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12.
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14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa -
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091); )

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 961);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1295);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi
Jawa Tengah (Berita Daerah.Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2022 Nomor 1); _
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun
2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 Nomor 60);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun
2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor
69);
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Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2022 Nomor 84);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun
2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak,
dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 ( Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun
2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart
Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 ( Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor
86); i

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun
2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja °
Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022
Nomor 92);

Peraturan Desa Gejagan Nomor 3 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa
Gejagan (Lembaran Desa Gejagan Tahun 2017
Nomor 3);

Peraturan Desa Gejagan Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran
Desa Gejagan Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Desa -Gejagan Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Gejagan Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa
Gejagan Tahun 2020 Nomor. 6) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Desa Gejagan Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Gejagan
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-
2026 (Lembaran Desa Gejagan Tahun 2025 Nomor
6);

Peraturan Desa Gejagan Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Peraturan Desa Gejagan Nomor 4 Tahun 2024
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gejagan
Tahun 2025 (Lembaran Desa Gejagan Tahun 2024
Nomor 4}; X



Menetapkan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEJAGAN

Dan
KEPALA DESA GEJAGAN

MUTUSKAN

PERATURAN DESA GEJAGAN TENTANG LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

GEJAGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan
rincian sebagai berikut:

1.
2

Pendapatan Desa

Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa -

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bidang Penanggulangan Bencana

Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan (a—b)

Pasal 2

1.667.521.429

902.682.099
298.375.000
33.293.840
194.500.000
23.600.000

1.452.450.939
215.070.490

91.829.510
306.900.000
0

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran
Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I

2. Lampiran II

Pasal 3

. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran 2025;

: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang
masuk ke desa.

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 4 ‘
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris
Desa.

tsh Gejagan
14 Januari,

Diundangkan di : Gejagan
Pada tanggal : 14 Januari 2026
SEKRETARIS

HSONAH AFIFI
LEMBARAN DESA GEJAGAN NOMOR 1 TAHUN 2026



